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No Arab Latin No Arab Latin 

 ṭ ط 16 - ا 1

 ẓ ظ b 17 ب 2

 ʿ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ف j 20 ج 5

 q ق ḥ 21 ح 6

 k ك kh 22 خ 7

 l ل d 23 د 8

 m م ż 24 ذ 9

 n ن r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h هـ s 27 س 12

 ' ء sy 28 ش 13

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba = كَـتبَََ
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 yażhabu = يَذْهَبَُ

 qāla = قَالََ

 qīla = قيِْلََ

 yaqūlu = يقَوُْلَُ

 kaifa = كَيْفََ

 ḥaula = حَوْلََ

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

PERSETUJUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 PENGESAHAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

MOTTO 

 

عَهْدِۖٗ اِنَّ 
ْ
وْفُوْا بِال

َ
ه ۖٗ وَا شُدَّ

َ
غَ ا

ُ
ى يَبْل حْسَنُ حَتّٰ

َ
تِيْ هِيَ ا

َّ
ا بِال

َّ
يَتِيْمِ اِل

ْ
 ال

َ
ا تَقْرَبُوْا مَال

َ
عَهْدَ   وَل

ْ
 ال

ا 
ً
وْل ٔـُ انَ مَسْ

َ
   ٣٤ك

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya.” 

 (QS. Al-Isrā’: 34) 
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Abstract 

 This analysis purposes to identify the settlement of compensation arising from 

default in a land lease agreement as well as to examine it from the Islamic economic 

law perspective. The analysis motivated by land leasing practices that do not fully 

protect tenants’ rights, particularly when the landowner sells the leased object 

before the lease period ends. The research was conducted in Karang Tumaritis 

Village, Kotabumi Utara District, North Lampung, using a qualitative technique 

with a case study approach. Data collected from the interviews, observations, as 

well as documentation implicating parties directly engaged in the land lease 

agreement. The results show that the landowner committed default by failing to 

fully deliver the benefits of the leased object and by selling the land while the lease 

period was still ongoing without notifying the tenant. From the positive law view, 

this action violates the provisions of Articles 1243 and 1548 of the Indonesian Civil 

Code. Meanwhile, from the shariah economic law perspective, such conduct 

contradicts the principles of the ijarah contract, which emphasize justice (‘adl) and 

trustworthiness. The tenant’s total financial loss is estimated at approximately IDR 

11,000,000. Disput resolution was carried out through deliberation (ṣulḥ), 

resulting in an agreement to provide partial compensation amounting to IDR 

5,500,000, accompanied by the tenant’s act of relinquishment (ibrā’). This 

settlement is considered consistent with justice principle and public interest 

(maṣlaḥah) in law of shariah economic perspective. 

Keywords: Compensation; Default; Ijarah; Islamic Economic Law 
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Abstrak 

 Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian ganti rugi  yang timbul 

akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa tanah serta untuk mengkajinya dari 

perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis ini dimotivasi oleh praktik sewa tanah 

yang tidak sepenuhnya melindungi hak penyewa, khususnya ketika pemilik tanah 

menjual objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Dusun 

Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, menggunakan 

teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari proses 

wawancara, observasi serta dokumentasi langsung pada pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah 

melakukan wanprestasi dengan gagal memberikan manfaat objek sewa secara 

penuh dan dengan menjual tanah tersebut sementara masa sewa masih berlangsung 

tanpa memberitahukan kepada penyewa. Dari perspektif hukum positif, tindakan 

ini melanggar ketentuan Pasal 1243 dan 1548 KUHP Indonesia. Sementara itu, dari 

perspektif hukum ekonomi syari’ah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-

prinsip kontrak ijarah, yang menekankan keadilan ('adl) dan kepercayaan. Total 

kerugian finansial penyewa diperkirakan sekitar Rp 11.000.000. Penyelesaian 

sengketa dilakukan melalui musyawarah (ṣulḥ), menghasilkan kesepakatan untuk 

memberikan kompensasi sebagian sebesar Rp 5.500.000, disertai dengan 

penyerahan hak milik (ibrā’) oleh penyewa. Penyelesaian ini dianggap sesuai 

dengan asas keadilan keadilan dan kepentingan umum (maṣlaḥah) dalam hukum 

ekonomi syari’ah. 

Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Ekonomi Syariah; Ijarah; Wanprestasi 

 

A. PENDAHULUAN 

Perjanjian sewa menyewa tanah merupakan salah satu bentuk akad 

muamalah yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya di wilayah 

agraris. Dalam hukum ekonomi syari’ah, praktik sewa menyewa dikenal dengan 

istilah ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) yang disepakati oleh para 

pihak. Akad ini menuntut adanya kejelasan objek sewa, jangka waktu, serta 

pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan amanah. Namun, dalam praktiknya, 
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perjanjian sewa menyewa tanah masih kerap diwarnai oleh pelanggaran akad 

(wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta 

ketidakpastian hukum dalam hubungan muamalah.(Abd Hadi, 2023)  

Fenomena wanprestasi dalam sewa menyewa tanah ini dapat dilihat dalam kasus 

yang terjadi di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara. Dalam kasus 

tersebut, Bapak RH selaku penyewa telah membayar uang sewa sebesar 

Rp10.000.000 untuk lahan seluas satu hektar dengan jangka waktu 5 tahun 

lamanya. Akan tetapi, setelah pembayaran dilakukan, lahan tersebut ternyata masih 

digunakan oleh pihak lain sehingga penyewa tidak dapat memanfaatkan objek sewa 

secara optimalTindakan ini mengakibatkan penyewa mengalami kerugian dengan 

total kerugian sebesar Rp11.000.000. Puncak terjadinya wanprestasi dalam 

perjanjian sewa menyewa tanah tersebut terjadi pada tahun keempat masa sewa, 

ketika pemilik lahan secara sepihak menjual objek sewa kepada pihak ketiga, 

padahal masih tersisa satu tahun masa pemanfaatan yang menjadi hak penyewa 

Tindakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran akad secara nyata, 

karena pemilik lahan telah mengalihkan objek akad kepada pihak lain tanpa adanya 

persetujuan penyewa. Dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, perbuatan ini 

tidak hanya melanggar akad ijarah, tetapi juga bertentangan dengan asas amanah 

dan prinsip keadilan, serta larangan memakan harta orang lain secara batil dalam 

praktik muamalah Islam. 

Wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dipahami sebagai 

bentuk pengingkaran terhadap komitmen akad yang telah disepakati, baik berupa 

tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun 

memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi akad. Perbuatan tersebut tidak 

hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga mencederai nilai moral 

muamalah Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh 

karena itu, hukum ekonomi syari’ah memberikan perhatian khusus terhadap 

mekanisme perlindungan hak para pihak serta penyelesaian akibat wanprestasi agar 

tidak terjadi kezaliman. 



 

4 

Menurut hukum ekonomi syari’ah, tindakan tersebut dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran terhadap akad (wanprestasi) yang bertentangan dengan prinsip 

keadilan (‘adl) dan kejujuran (ṣidq) sebagaimana ditekankan dalam praktik 

muamalah Islam). Praktik wanprestasi dalam sewa menyewa tanah yang masih 

sering terjadi di masyarakat agraris tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi 

bagi penyewa, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian hukum serta lemahnya 

perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi baik 

secara teoritis maupun praktis untuk mengkaji penyelesaian ganti rugi akibat 

wanprestasi dalam akad sewa menyewa tanah agar selaras dengan prinsip keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syari’ah.  

Dalam hukum ekonomi syari’ah, perjanjian sewa menyewa dikenal dengan 

istilah ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam 

jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) yang disepakati oleh para 

pihak.(Fahmi, 2025) Akad ijarah mewajibkan adanya kejelasan objek sewa, jangka 

waktu, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil. 

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 

disepakati dalam akad, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi 

yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum ekonomi 

syari’ah, wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan 

adanya ganti rugi yang dikenal dengan konsep ta’widh (ganti rugi), yang bertujuan 

untuk mengembalikan kerugian secara proporsional tanpa mengandung unsur 

kezaliman (Dian Aura Lina, 2022).  

Selain itu, praktik sewa menyewa lahan dalam kasus ini juga mengandung 

unsur gharar, karena sejak awal objek sewa belum sepenuhnya berada dalam 

penguasaan pemilik lahan dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

penyewa. Keberadaan pihak lain yang masih menggunakan lahan serta penjualan 

lahan sebelum masa sewa berakhir menunjukkan adanya ketidakpastian dan 

ketidakjelasan dalam akad.  
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Adapun kajian yang meneliti tentang ijarah yaitu seperti Penelitian 

.mengkaji praktik sewa menyewa tanah secara beruntun dalam perspektif hukum 

ekonomi syari’ah dengan fokus pada keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan 

prinsip ijarah (Muhammad Firman Hidayat, 2024). Sementara itu, penelitian 

(Dinda Dwi Hamdani, 2023) lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa 

akibat wanprestasi dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan 

tata usaha negara. Adapun penelitian Fahmi Zaidan membahas konsep al-ijarah 

dalam praktik sewa menyewa kamar kos dengan pendekatan normatif terhadap 

rukun dan syarat akad. 

Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas isu sewa 

menyewa dan wanprestasi, kajiannya masih berfokus pada aspek normatif, objek 

sewa yang berbeda, serta konteks penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis 

formal. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik 

wanprestasi dalam sewa menyewa lahan pertanian yang mengandung unsur gharar 

akibat objek sewa yang belum sepenuhnya berada dalam penguasaan pemilik, serta 

belum menelaah mekanisme penyelesaian ganti rugi (ta’widh) yang diterapkan 

secara faktual di tingkat masyarakat desa. 

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis 

empiris terhadap praktik wanprestasi dalam akad sewa menyewa lahan pertanian, 

dengan menitikberatkan pada unsur gharar dan penyelesaian ganti rugi secara non-

litigasi dalam konteks masyarakat agraris, serta penilaiannya berdasarkan prinsip 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syari’ah. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan 

penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi 

pengembangan kajian hukum ekonomi syari’ah, khususnya terkait penyelesaian 

wanprestasi dalam akad ijarah. 

Hukum ekonomi syari’ah dikenal juga denga nada nya konsep gharar, yang 

berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan dalam transaksi yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar adalah segala sesuatu yang 

akibatnya tidak diketahui atau mengandung unsur penipuan yang disengaja. 
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Transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam kategori akad batil, karena 

bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.  

Dalam konteks sewa menyewa tanah, gharar dapat muncul apabila: 

1. Objek sewa tidak jelas batasnya atau masih digunakan oleh pihak lain, 

2. Jangka waktu sewa tidak pasti, 

3. Harga sewa tidak ditentukan dengan jelas, atau 

4. Pemilik lahan menyewakan tanah yang belum sepenuhnya dalam 

penguasaannya.(Fikri Ibnu Fazda, Fadil, 2024)  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian ganti rugi 

akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang terjadi di Dusun 

Karang Tumaritis serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (‘adl), 

kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam 

penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah serta berkontribusi terhadap 

pelaksanaan praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana penyelesaian ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi dalam 

perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang Tumaritis? 

2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa 

menyewa tanah menurut tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah? 

 

C. TUJUAN PENILITIAN 

1. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi 

dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang Tumaritis. 

2. Untuk menganalisis penyelesaian ganti rugi atas kerugian akibat 

wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah berdasarkan perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 
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D. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan 

metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell, 

model studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Siti 

Kholifah, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan menganalisis penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi 

dalam perjanjian sewa menyewa tanah. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember hingga Januari di Dusun 

Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. 

Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa 

menyewa tanah yang terjadi di wilayah tersebut dan diselesaikan melalui 

mekanisme non-litigasi. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan yang 

melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus, yaitu pemilik 

lahan, penyewa lahan, penyewa sebelumnya, pembeli lahan, serta saksi yang 

mengetahui secara langsung terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaian 

ganti rugi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan format semi-terstruktur 

untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai bentuk perjanjian, 

pelaksanaan sewa, terjadinya wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa 

yang dilakukan oleh para pihak. 

Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat kondisi lahan serta 

interaksi antar pihak yang terlibat. Data sekunder diperoleh melalui 

dokumentasi, seperti bukti pembayaran, serta buku dan artikel jurnal ilmiah 

yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. 

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti 

memilih dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan 
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dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menggambarkan fakta hukum 

yang terjadi di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan 

menganalisis hasil penelitian berdasarkan konsep wanprestasi dan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan temuan penelitian 

yang komprehensif. 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kronologi Sewa Menyewa dan Munculnya Wanprestasi 

Sewa menyewa merupakan kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji 

untuk memberikan kepada pihak lain hak untuk menikmati barang tertentu selama 

periode waktu tertentu dengan membayar harga yang telah disepakati(Rais, 2023). 

Dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, perjanjian sewa menyewa dikenal 

dengan istilah ijarah, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau 

jasa tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan, dalam jangka waktu tertentu 

dengan imbalan (ujrah) yang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan objek 

akadnya, ijarah diklasifikasikan menjadi ijarah atas manfaat barang (ijarah ‘ala al-

manfa‘ah) dan ijarah atas jasa atau pekerjaan (ijarah ‘ala al-a‘mal). Sewa menyewa 

tanah termasuk dalam kategori ijarah ‘ala al-manfa‘ah karena objek akadnya 

berupa manfaat atas tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu dalam periode 

waktu yang telah ditentukan (Muftil Umam Ilham Zamzami, Muhammad Syafi’i, 

2025).  

akad ijarah dapat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. 

Rukun ijarah meliputi adanya pihak yang menyewakan (mu’jir), pihak penyewa 

(musta’jir), objek sewa berupa manfaat barang (ma’jur), imbalan sewa (ujrah), 

serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Adapun syarat sahnya 

akad ijarah mencakup kejelasan manfaat objek sewa, kepastian jangka waktu 

pemanfaatan, besaran ujrah yang disepakati, serta kewajiban pemilik objek sewa 

untuk menjamin bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati oleh penyewa secara 

penuh selama masa akad berlangsung. Apabila salah satu syarat tersebut tidak 

terpenuhi, maka akad ijarah berpotensi menimbulkan sengketa dan dinilai tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya (Silvia Nur Febrianasari, 2020).  
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Perjanjian sewa menyewa tanah juga merupakan salah satu bentuk akad 

muamalah yang umum dilakukan di kalangan masyarakat. Namun dalam praktek 

nya sering terjadi wanprestasi. Seperti kasus di Dusun Karang Tumaritis, 

Kecamatan Kotabumi Utara, menjadi contoh nyata terjadinya wanprestasi dalam 

perjanjian sewa menyewa tanah. Bapak RH selaku  penyewa telah membayar uang 

sewa sebesar Rp10.000.000 untuk lahan seluas 1 hektar dengan jangka waktu sewa 

tertentu. Namun, setelah pembayaran dilakukan pada tahun 2019, penyewa tidak 

dapat langsung memanfaatkan lahan karena pemilik lahan tidak memberikan 

informasi bahwa tanah tersebut masih digarap oleh petani lain. Akibatnya, proses 

penggarapan mengalami penundaan hingga tahun 2020, baru pada tahun tersebut 

lahan dapat digunakan oleh penyewa sesuai manfaat. 

Pada akhir tahun 2022, ketika masa sewa masih berjalan dan masih terdapat 

sisa waktu pemanfaatan, pemilik lahan menjual tanah tersebut kepada pihak lain 

tanpa sepengetahuan dan persetujuan penyewa. Peralihan kepemilikan tanah ini 

secara langsung menghilangkan hak penyewa untuk tetap menggarap lahan hingga 

masa sewa berakhir. Kondisi tersebut membuat penyewa tidak dapat melanjutkan 

kegiatan penggarapan lahan pada tahun 2023  menimbulkan kerugian baik dari segi 

waktu, tenaga, maupun ekonomi. Total kerugian tanah yang dialami penyewa tahun 

2019 dan 2023 tercatat sebesar Rp4.000.000, dihitung berdasarkan sisa masa 

garapan yang hilang dan potensi hasil pertanian yang tidak dapat diperoleh. 

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syari’ah, tindakan pemilik lahan ini 

dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap akad (wanprestasi) karena tidak 

memenuhi kewajiban menyerahkan manfaat objek sewa secara penuh. Selain itu, 

tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kejujuran (ṣidq),  

yang mengharuskan pemilik lahan menjaga amanah dan tidak melakukan tindakan 

yang merugikan pihak penyewa sepanjang masa akad berlangsung (Indah Puspita 

Sari, Ria Anggraini, 2024).  
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Bentuk Wanprestasi yang Teridentifikasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang 

buruk.menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, , cidera janji, tidak 

menepati kewajibannya dalam perjanjian (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022). 

Berdasarkan data lapangan terdapat dua bentuk wanprestasi utama dalam 

perjanjian ini, yaitu pemilik lahan tidak menyediakan tanah yang dapat digunakan 

oleh penyewa karena objek sewa yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan 

ternyata masih dipakai oleh pihak lain, sehingga penyewa tidak memperoleh 

kesempatan menikmati manfaat atas lahan yang telah dibayar, dan tindakan ini 

termasuk wanprestasi karena kewajiban tidak dipenuhi, serta penjualan lahan 

selama masa sewa masih berlaku tanpa adanya komunikasi maupun pemberian 

solusi atau ganti rugi kepada penyewa, yang menunjukkan pelanggaran terhadap 

asas itikad baik dalam perjanjian karena hak penyewa masih melekat hingga masa 

sewa berakhir. 

Bentuk wanprestasi dalam kasus ini dapat dipahami yaitu tidak 

terpenuhinya kewajiban pemilik lahan sebagaimana yang telah disepakati dalam 

akad sewa menyewa. Wanprestasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penolakan 

secara langsung terhadap kewajiban, melainkan juga dapat terjadi melalui tindakan 

yang menghambat terpenuhinya hak pihak lain. Tidak diserahkannya lahan dalam 

kondisi siap digunakan sejak awal masa sewa merupakan bentuk tidak 

terlaksananya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu, penjualan 

lahan pada saat masa sewa masih berlangsung merupakan pelanggaran yang 

bersifat serius karena secara sepihak menghilangkan hak penyewa atas objek sewa 

(Wahyu Nusantara Illahi, 2023).  

Wanprestasi ini berupa tidak terpenuhinya kewajiban utama pemilik lahan, 

dalam kasus ini juga ditemukan bentuk wanprestasi lain yang memiliki relevansi 

yuridis, yaitu pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta 

keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Meskipun perjanjian sewa menyewa 

telah disepakati oleh para pihak, objek sewa tidak diserahkan dalam keadaan siap 

digunakan sejak awal masa akad, sehingga manfaat yang seharusnya dapat 
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dinikmati oleh penyewa tidak diperoleh pada waktu yang telah ditentukan. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa prestasi telah dilaksanakan secara tidak sempurna dan 

tidak sejalan dengan tujuan akad ijarah, yakni pemindahan manfaat secara utuh 

selama jangka waktu yang disepakati. 

Tindakan pemilik lahan yang menjual tanah pada saat masa sewa masih 

berlangsung dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi berupa melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan akad. Peralihan kepemilikan 

tersebut secara sepihak menghilangkan hak penyewa atas manfaat objek sewa yang 

masih terikat perjanjian, sekaligus mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad 

baik dalam bermuamalah. Dengan demikian, wanprestasi dalam kasus ini tidak 

hanya berbentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga berupa tindakan 

aktif yang merugikan pihak penyewa dan bertentangan dengan prinsip perlindungan 

hak dalam akad ijarah. 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi tersebut juga dapat 

dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran dalam 

bermuamalah. Akad ijarah menuntut adanya kejelasan manfaat serta perlindungan 

terhadap hak musta’jir selama masa akad berlangsung. Apabila pemilik lahan 

melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya manfaat objek sewa, maka akad 

ijarah tersebut dapat dinilai telah dilanggar secara substansial. Oleh karena itu, 

wanprestasi dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga 

menyentuh dimensi moral dan etika muamalah (Amiruddin K Sufiana Fahmi, 

2025). 

 

Dampak Kerugian terhadap Penyewa 

Penyewa mengalami berbagai bentuk kerugian yang saling berkaitan dan 

berdampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Dari sisi pertanian, 

penyewa kehilangan kesempatan menanam pada tahun 2019 karena lahan masih 

digunakan oleh petani lain sehingga potensi hasil panen pada tahun tersebut tidak 

dapat diperoleh. Selain itu, setelah lahan dijual pada akhir tahun 2022, penyewa 

juga kehilangan kesempatan menggarap lahan selama dua tahun berikutnya, yaitu 

2023 padahal periode tersebut merupakan bagian dari masa sewa yang masih 
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tersisa. Kerugian yang dialami oleh penyewa semakin besar karena adanya biaya 

operasional yang telah dikeluarkan selama proses pengelolaan lahan. Biaya tersebut 

meliputi pembelian bibit singkong sebanyak 70 iket dengan total biaya sebesar 

Rp600.000. Selain itu, penyewa juga mengeluarkan biaya tenaga kerja dalam satu 

hari dengan jumlah lima orang, sehingga total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 

adalah sebesar Rp400.000. 

Selanjutnya, penyewa menanggung biaya pembajakan lahan seluas satu 

hektar dengan menggunakan alat pertanian, yang memerlukan biaya sekitar 

Rp1.000.000. Dalam rangka pemeliharaan tanaman, penyewa juga mengeluarkan 

biaya pembelian obat semprot jenis Primastar sebanyak delapan botol dengan harga 

Rp160.000 per botol. Karena penyemprotan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

pada saat tanaman singkong berumur sekitar dua bulan dan lima bulan, maka total 

biaya penyemprotan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500.000. 

Selain itu, penyewa juga mengeluarkan biaya untuk pembelian pupuk jenis 

Ponska sebanyak 12 sak dengan total biaya sebesar Rp1.800.000. Dengan 

demikian, keseluruhan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penyewa 

berjumlah Rp7.000.000. Secara keseluruhan, penyewa mengalami kerugian 

finansial sebesar Rp4.000.000 yang dihitung berdasarkan hilangnya masa garapan 

serta modal awal yang tidak kembali selama sisa masa sewa adalah 11.000.000 

Kerugian yang dialami oleh penyewa dalam kasus ini terutama bersifat 

finansial, yang timbul akibat hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan lahan 

pertanian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Tidak 

dapat digunakannya lahan selama beberapa periode tanam menyebabkan penyewa 

kehilangan potensi hasil pertanian yang seharusnya dapat diperoleh dari 

pengelolaan lahan tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, manfaat 

(manfa‘ah) merupakan objek utama dalam akad ijarah. Oleh karena itu, peristiwa 

wanprestasi dalam kasus ini menunjukkan adanya kelalaian pemilik lahan dalam 

menjaga keberlangsungan manfaat objek sewa hingga berakhirnya masa 

akad.(Selamet Joko Utomo, 2020) Dalam akad ijarah, pemilik lahan berkewajiban 

memastikan bahwa manfaat atas objek sewa tetap dapat dinikmati oleh penyewa 
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sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketika kewajiban tersebut tidak 

dipenuhi, maka tujuan akad untuk memberikan manfaat secara adil kepada penyewa 

tidak tercapai. Dengan demikian, peristiwa wanprestasi ini menegaskan pentingnya 

pelaksanaan akad ijarah secara konsisten sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. 

 

Penyelesaian Wanprestasi melalui Musyawarah dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah  

Penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini dilakukan melalui musyawarah 

yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Bapak RH selaku penyewa, Ibu AN sebagai 

saksi, Ibu HS sebagai pembeli lahan tanah, serta aparat desa yang terdiri dari 

RT,RW dan RK. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Bapak MI sebagai pihak 

yang terkait dalam permasalahan. Keterlibatan aparat desa dan pihak-pihak terkait 

menunjukkan adanya upaya penyelesaian ganti rugi sewa menyewa tanah secara 

terbuka dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta 

keadilan bagi para pihak yang bersengketa. 

Musyawarah tersebut, menghadirkan pihak-pihak memiliki hubungan 

kekerabatan. Salah satu contoh adalah Bapak MI, yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengan Bapak RH melalui jalur keluarga istri; Bapak MI merupakan 

adik dari istri Bapak RH. Hubungan kekerabatan ini menunjukkan adanya ikatan 

keluarga yang melekat dan menjadi bagian dari struktur sosial dalam masyarakat 

setempat, sehingga musyawarah dilakukan dalam konteks mempertimbangkan 

aspek sosial dan kekeluargaan yang ada. 

Musyawarah tersebut, Bapak RH menyampaikan bahwa nilai ganti rugi atas 

wanprestasi yang dialaminya seharusnya sebesar Rp11.000.000, sesuai dengan 

kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya manfaat lahan selama sisa masa sewa. 

Namun demikian, dengan mempertimbangkan adanya hubungan kekerabatan 

antara Bapak RH dan Bapak MI, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan 

finansial Bapak MI, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut 

secara kekeluargaan. Berdasarkan kesepakatan bersama, Bapak MI diwajibkan 

membayar ganti rugi sebesar Rp11.000.000 karena telah ada perjanjian yang 
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ditandatangani di atas materai. Namun, mengingat kemampuan finansial Bapak MI 

yang hanya tersedia sebesar Rp5.500.000, akhirnya Bapak RH menerima jumlah 

tersebut. Sisa ganti rugi yang tidak dapat dibayarkan Bapak MI diikhlaskan oleh 

Bapak RH, mengingat masih adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. 

  Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian ganti rugi akibat 

wanprestasi dalam sewa menyewa tanah  melalui mekanisme musyawarah tersebut 

sejalan dengan konsep ṣulḥ (perdamaian), yaitu penyelesaian ganti rugi sewa 

menyewa tanah yang ditempuh melalui kesepakatan bersama tanpa melalui jalur 

litigasi. Ṣulḥ merupakan salah satu metode penyelesaian ganti rugi sewa menyewa 

tanah yang dianjurkan dalam muamalah Islam karena menekankan pada prinsip 

keadilan, kerelaan (tarāḍin), serta menjaga keharmonisan hubungan sosial antar 

pihak. Selama kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur 

paksaan, penipuan, maupun ketidakadilan, maka penyelesaian melalui ṣulḥ 

dipandang sah dan dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

Sikap Bapak RH yang mengikhlaskan sebagian nilai ganti rugi juga dapat 

dikategorikan sebagai ibrā’, yaitu penghapusan atau pembebasan sebagian 

kewajiban pihak yang berutang. Konsep ibrā’ dalam Hukum Ekonomi Syariah 

diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan penuh dari pihak yang 

memiliki hak, serta tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lainnya. Praktik 

ibrā’ ini mencerminkan nilai moral dan etika muamalah Islam yang 

mengedepankan sikap saling tolong-menolong, empati, dan kemaslahatan bersama, 

sekaligus menjadi sarana untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas sosial di 

masyarakat.fauzi nur   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang 

Tumaritis terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pemilik lahan untuk 

menyerahkan dan menjamin manfaat objek sewa selama masa akad berlangsung. 

Wanprestasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keterlambatan penyerahan lahan 

yang masih digunakan oleh pihak lain serta penjualan lahan kepada pihak ketiga 
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pada saat masa sewa masih berjalan, sehingga menghilangkan hak penyewa untuk 

menikmati manfaat lahan hingga akhir akad. Tindakan ini secara hukum memenuhi 

unsur wanprestasi baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. 

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, perbuatan pemilik lahan ini 

bertentangan dengan prinsip akad ijarah yang menekankan kejelasan manfaat 

(manfa‘ah), amanah, dan keadilan (‘adl). Hilangnya manfaat objek sewa selama 

masa akad menunjukkan tidak terpenuhinya tujuan utama ijarah, sehingga penyewa 

berhak memperoleh ganti rugi (ta‘wīḍ) atas kerugian yang dialaminya. Kerugian 

tersebut meliputi hilangnya kesempatan mengelola lahan, potensi hasil pertanian, 

serta biaya operasional yang telah dikeluarkan, dengan total kerugian yang 

diperkirakan sebesar Rp11.000.000. 

Penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa menyewa tanah 

dalam kasus ini  dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah (ṣulḥ) dengan 

melibatkan para pihak dan aparat desa. Kesepakatan yang dihasilkan berupa 

pembayaran ganti rugi setengah dengan sebesar Rp5.500.000 disertai pengikhlasan 

(ibrā’) dari pihak penyewa atas sisa kerugian. Penyelesaian ini dinilai selaras 

dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dilakukan atas dasar kerelaan para 

pihak, tanpa unsur paksaan, serta mengedepankan kemaslahatan dan keharmonisan 

sosial, meskipun secara normatif hak ganti rugi penyewa belum terpenuhi secara 

penuh. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian ganti rugi akibat 

wanprestasi dalam sewa menyewa tanah menurut hukum ekonomi syariah tidak 

semata-mata berfokus pada pemenuhan hak secara formal, tetapi juga 

mempertimbangkan nilai keadilan substantif, etika muamalah, dan kondisi sosial 

masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan akad 

ijarah secara konsisten agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, 

serta praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENYEWA LAHAN  

1. Bagaimana kronologi awal Anda melakukan perjanjian sewa menyewa tanah 

tersebut?  

2. Berapa luas lahan tanah yang anda sewa? 

3. Berapa harga sewa dan jangka waktu yang disepakati?  

4. Apakah setelah pembayaran, Anda langsung bisa menggarap lahan? Jika tidak, 

mengapa?  

5. Kapan Anda mulai mengetahui bahwa lahan masih digunakan oleh pihak lain?  

6. Kapan Anda mengetahui bahwa lahan tersebut dijual kepada pihak lain?  

7. Apakah ada pemberitahuan dari pemilik sebelum penjualan dilakukan?  

8. Apa saja bentuk kerugian yang Anda alami (modal, tenaga kerja, hasil panen)?  

9. Berapa total kerugian yang anda tanggung?  

 

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK SAKSI 

1. Kapan Anda mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah tersebut?  

2. Bagaimana kronologi terjadinya wanprestasi menurut pengetahuan Anda?  

3. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik lahan?  

4. Bagaimana dampak yang dialami oleh penyewa?  

5. Kapan dan bagaimana proses musyawarah dilakukan?  

6. Siapa saja pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut?  

7. Bagaimana jalannya musyawarah hingga tercapai kesepakatan?  

8. Mengapa disepakati ganti rugi hanya sebesar Rp5.500.000?  

9. Apakah keputusan tersebut diambil secara sukarela tanpa paksaan?
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PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK TANAH 

1. Bagaimana awal mula Anda menyewakan lahan kepada penyewa?  

2. Apa isi kesepakatan dalam perjanjian sewa tersebut?  

3. Mengapa lahan yang disewakan masih dalam kondisi digunakan oleh pihak 

lain di awal masa sewa?  

4. Apakah Anda sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada penyewa sebelum 

akad?  

5. Bagaimana Anda menjelaskan keterlambatan penyerahan manfaat lahan 

kepada penyewa?  

6. Apa alasan Anda menjual lahan pada saat masa sewa masih berlangsung?  

7. Mengapa penjualan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada penyewa?  

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMBELI TANAH 

1. Kapan Anda membeli lahan tersebut dari pemilik sebelumnya?  

2. Bagaimana proses transaksi jual beli lahan tersebut?  

3. Apakah Anda mengetahui bahwa lahan tersebut masih dalam masa sewa?  

4. Apakah penjual memberi informasi terkait adanya penyewa?  

5. Kapan Anda mengetahui adanya sengketa dengan penyewa?  

6. Apakah Anda ikut terlibat dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa?  

7. Bagaimana hasil kesepakatan yang dicapai menurut Anda?
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Lampira 1. Hasil Wawancara dengan Bapak RH 

(penyewa Tanah) 

 

Lampira 2. Hasil wawancara dengan Bapak MI 

(Pemilik Tanah) 
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Lampiran 3. Hasil wawancara dengan Ibu ANP 

           (Saksi) 

 

                Lampiran 4. Hasil wawancara dengan Ibu HS 

(Pembeli Lahan) 
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Lampiran 5. Hasil Musyawarah Dengan Penyewa,Pemilik, Saksi Dan 

Pembeli 

 

 

 

Lampiran 6. Kwitansi Sewa Menyewa Tanah 
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Lampiran 7. Surat Izin Riset Kampus UIN 
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Lampiran 8. Surat Izin Balasan Riset dari DPMPTSP 
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Lampiran 9. Surat Izin Riset  
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Lampiran 10. Surat Balasan Izin Riset Kades Karang Tumaritis  
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Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara Bapak RH sebagai Penyewa 
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Lampiran 12. Surat Keterangan  Wawancara Bapak MI sebagai pemilik 

tanah 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Wawancara Ibu APN sebagai Saksi 
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Lampiran 14. Surat Keterangan Wawancara Ibu HS sebagai Pembeli Tanah 
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Lampiran 15. Publikasi Jurnal  

https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS 

dengan Link jurnal DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v11i1.10945 
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Lampiran 16. Letter Of Acceptance (LoA) 
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Lampiran 17. Blankko Konsultasi 
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Lampiran 18. Bukti sitasi rumah jurnal 
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Lampiran 19. Hasil Turnitin Perpustakaan UIN  
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